
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1171, 2021 KEMENAG. ORTA. KUA Kecamatan. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan 

dan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan 

bimbingan masyarakat Islam, perlu dilakukan penataan 

organisasi dan tata kerja kantor urusan agama 

kecamatan; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan 

agama kecamatan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi sesuai dengan surat Nomor 

B/360/M.KT.01/2021 mengenai Usul Pembentukan 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di 

Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1252); 
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9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN 

AGAMA KECAMATAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1252), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, telah terbentuk 5.963 

(lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga) KUA 

Kecamatan. 

(2) Nama, wilayah kerja, dan kedudukan KUA Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Oktober 2021 

   

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YAQUT CHOLIL QOUMAS 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Oktober 2021 

  

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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